KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOM DAERAH
NOMOR 48 TAHUN 2000

TENTANG

PEDOVAN TATA NASKAH DI NAS DI LI NGKUNGAN PEMERI NTAH
KABUPATEN KOTA

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOM DAERAH

Meni nbang : a. bahwa dangan tel ah ditetapkannya Undang- Undang Nonor 22
Tahun
1999 tentang Penerintahan Daerah, perlu nenyusun Pedoman Tata
Naskah Di nas di Lingkungan Penerintah Kabupaten /Kota
b. bahwa pedoman sebagai mana di maksud pada huruf a perlu ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Dal am Negeri dan O onom Daerah

Mengi ngat : 1. Undang- Undang Nonor 22 Tahun 1999 tentang Penerintahan
Daer ah,

(Lenbar an Negara Tahun 1999 Nonor 60, Tanmbahan Lenbaran

Negara Nonor 3839);

2. Peraturan Penerintah Nonor 66 Tahun 1951 tentang Lanbang Negara
(Lenbaran Negara Tahun 1951 Nonor 111, Tanmbahan Lenbaran
Negara Nonor 176);

3. Peraturan Penerintah Nonor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan
Lanbang Negara (Lenbaran Negara Tahun 1958 Nonmor 1971
Tambahan Lenbaran Negara Nonmor 1636);

4. Peraturan Penerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemeri ntah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah O onom ;

5. Keputusan Presiden Nonmor 44 Tahun 1999 tentang Teknis
Penyusunan Per at uran Perundang-undangan dan Bent uk Rancangan
Undang- undang, Rancangan Peraturan Penerintah dan Rancangan
Keput usan Presi den;

6. Keputusan Menteri Dal am Negeri Nonor 30 Tahun 1979 tentang Tata
Kear si pan Departenen Dal am Negeri ;

7. Keputusan Menteri Dal am Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Prosedur Penetapan Produk-Produk Hukum di Li ngkungan
Departenmen Dal am Negeri .

8. Keputusan Bersama Menteri Pariw sata Pos dan Tel ekonmuni kasi dan
Ment eri Dal am Negeri Nonor B-48/HK/ 103/ MPTM 83. Nonor 25
Tahun 1988 tentang Kode Pos | ndonesi a;

9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nonor
71 Tabun 1993 tentang Pedonan Urmum Tata Persuratan Di nas;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nonor 84 Tahun | 993 tentang
Bent uk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan

11. Keputusan Menteri Dal am Negeri Nonmor 99 Tahun 1999 tentang
Organi sasi dan Tatakerja Di Departenen Dal am Negeri ;

MEMUT USKAN:
Menet apkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NECERI DAN OTONOM DAERAH TENTANG

PEDOVAN
TATA NASKAH DI NAS DI LI NGKUNGAN PEMERI NTAH KABUPATEN KOTA.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dal am Keput usan ini yang di maksud dangan
1. Penerintah Daerah adal ah Kepal a Daerah beserta Perangkat Daerah
O onomyang |l ain

sebagai Badan Eksekutif Daerah,
2. Kepal a Daerah adal ah Bupati/Wal i kot a;
3. Wakil Kepal a Daerah adal ah Wakil Bupati/Walikota;
4. Sekretaris Daerah adal ah Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kot a;
5. Dewan Perwakil an Rakyat Daerah. sel anjutnya di sebut DPRD adal ah
Badan Legislatif

Daer ah;
6. Perangkat Daerah adal ah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daer ah,

Lenbaga Tekni s Daerah dan Kecanmat an,
7. Kecamat an adal ah W1l ayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daer ah
Kabupat en dan

Daer ah Kot a;
8. Kel urahan adal ah Wl ayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan
9. Desa atau yang di sebut dangan nama | ain, selanjutnya di sebut Desa
adal ah kesat uan

masyar akat yang nem |i ki kewenangan unt uk nengatur dan nengurus
kepenti ngan

masyar akat setenpat berdasarkan asal -usul dan adat istiadat
set enpat yang di aku

dal am si st em peneri nt ahan nasi onal dan berada di Daerah Kabupaten
10. Satuan Organi sasi di |ingkungan Penerintah Kabupaten/Kota adal ah
Per angkat Daerah yang

terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Di nas Daerah
Lenbaga Tekni s

Daer ah, Kecamat an, Kel urahan dan Desa.
11. Naskah Di nas adal ah Al at Konuni kasi Kedi nasan dal am bent uk
tertulis;
12. Kop Naskah Di nas adal ah bagi an teratas dari naskah di nas yang
menuat sebut an

pi npi nan instansi satuan organiasi di |ingkungan Kabupat en/ Kot a;
13. Stenpel Jabatan adal ah al at/cap yang di gunakan untuk nmensahkan
suat u naskah di nas yang

tel ah ditandatangani ol eh Bupati/Wakil, Walikota/Wakil dan atau
ket ua/ waki

ket ua Dewan Perwakil an Rakyat Daerah Kabupaten/ Kot a;
14. Stenpel |Instansi adal ah al at/cap yang di gunakan untuk nmensahkan
suat u naskah

di nas yang tel ah ditandatangani ol eh pejabat yang di beri wewenang
atas nama

Bupati/wal i kota atau ketua Dewan Perwakil an Rakyat Daer ah
Kabupat en/ Kot a;
15. Sampul Naskah Di nas adat ah sanmpul atau al at penbungkus naskah di nas
yang

menpunyai kop sanpul naskah di nas,
16. Papan Nanme | nstansi adal ah papan yang bertul i skan nama dan Al amat
| nst ansi ;
17. Kop Sanpul Naskah Di nas adal ah bagian teratas dari sanpul naskah
di nas yang



menuat sebutan pi npi nan peneri ntah daerah atau instansi dan nama
daerah yang
ber sangkut an.

BAB 1|
NASKAH DI NAS

Pasal 2

Naskah Di nas di Lingkungan Penerintah Daerah di runmuskan dal am susunan
dan bent uk
pr oduk- produk hukum dan bent uk surat.

Pasal 3

Naskah Di nas di Lingkungan Penerintah Daerah diol ah ol eh instans
sat uan organi sasi
di Li ngkungan Pererintah Daerah

Pasal 4

Naskah Di nas di Lingkungan Pemnerintah Daerah ditandatangani Kepal a
Daer ah/ Waki |

Kepal a Daerah, Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakil an Rakyat Daer ah,
Sekretari s Daerah

serta perangkat daerah atau pejabat di |ingkungan Penerintah Daerah
yang di beri

wewenang untuk itu.

Pasal 5

Bent uk Naskah Di nas serta pej abat yang di beri wewenang unt uk
menandat angani naskah

di nas di |ingkungan Penerintah Daerah sebagai mana tercantum dal am
Lanpi ran Keputusan

ini.

BAB 11

STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL | NSTANSI

Bagi an Pertama
Bent uk, Ukuran dan I si

Pasal 6

(1) Stenpel Jabatan dan Stenpel I|nstansi berbentuk |ingkaran
(2) Stenpel Jabatan dan Stenpel |nstansi sebagai mana di maksud ayat (1),
terdiri dari:

a. garis lingkaran |uar

b. garis |ingkaran tengah;

c. garis lingkaran dal am

d. isi stenpel.

Pasal 7



Ukuran stenpel sebagai mana di maksud dal am Pasal 7 yaitu:
a. Ukuran garis tengah lingkaran |luar stenpel jabatan dan stenpel
i nstansi adal ah

4 cm
b. Ukuran garis tengah |Iingkaran tengah stenpel jabatan dan stenpel
i nstansi adal ah

3,8 cm
c. Ukuran garis tengah |lingkaran dal am stenpel jabatan dan stenpe
i nstansi adal ah

2,7 cm
d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dal amlingkaran dal am
maksi mal 1 cm

Pasal 8

(1) Stenpel Jabatan berisi nama jabatan dan nanma daerah yang
ber sangkut an dangan
penbat as tanda bintang;
(2) Stenpel Jabatan Kepal a Daerah nenggunakan | anmbang Negara;
(3) Stenpel Instansi berisi nama instansi dan daerah yang bersangkut an
t anpa
menggunakan | anmbang.

Pasal 9

St enpel untuk keperluan tertentu ditetapkan dengan Keputusan Kepal a
Daer ah.

Pasal 10
Bent uk, Ukuran dan Isi stenpel jabatan dan stenpel instansi d

I i ngkungan Peneri nt ah
Daer ah sebagai nmana tercantum dal am Lanpiran Il Keputusan ini.

Bagi an Kedua
Penggunaan

Pasal 11

Pej abat yang ber hak nmenggunakan Stenpel jabatan sebagai mana di maksud
dal am Pasal 9

ayat (3) adal ah Kepal a/ Waki | Kepal a Daer ah.

Pasal 12

| nst ansi / Sat uan Organi sasi di |ingkungan Pererintah Daerah yang berhak
menggunakan

St enpel instansi sebagai mana di maksud dal am Pasal 9 ayat (4) Keputusan
ini yaitu:

a. Perangkat Daer ah;

b. Penerintah Desa

Pasal 13
St enpel Jabatan dan Stenpel | nstansi menggunakan Tinta berwarna Ungu

Pasal 14



St enpel Jabatan dan Stenpel |nstansi di bubuhkan pada bagian kiri dari
tanda tangan
pej abat yang nenandat angani naskah di nas.

Pasal 15

Pi mpi nan | nstansi/ Satuan Organi sasi yang nenpunyai dan ber hak
menggunakan st enpel

j abat an dan stenpel instansi menunjuk pejabat/petugas tertentu untuk
menyi npan,

mengamankan penggunaan stenpel jabatan dan stenpel instansi.

BAB |V
KOP NASKAH DI NAS

Bagi an Pertama
Bentuk dan |s

Pasal 16

(1) Kop Naskah Di nas Kepal a Daerah nmernuat sebutan Bupati/Walikota atau
Waki | Bupati/

Waki | Walikota dangan nenggunakan | ambang negara berwarna hitam dan
di t enpat kan

di bagi an tengah atas.
(2) Kop Naskah Di nas Perangkat Daerah nenuat sebutan Pemerintah
Kabupat en/ Kot a dan

Nama Per angkat Daerah, Al amat, Nomor Tel epon, Nonor Faxim|e dan
Kode Pos dengan

menggunakan Lanbang Daerah berwarna hitam dan ditenpatkan di bagi an
kiri atas.
(3) Kop Naskah Di nas Penerintah Desa nenuat sebutan Penerintah
Kabupat en/ Kota dii kuti

nama Kecamat an, nama Penerintah Desa, alamat, nonor tel epon, nonor
faxim | e dan

kode pos.

Pasal 17

Bent uk, Ukuran dan |si Kop Naskah Di nas di Lingkungan Penerintah
Kabupat en/ Kot a
sebagai mana tercantum dal am Lanmpiran |11 Keputusan ini.

Bagi an Kedua
Penggunaan

Pasal 18

(1) Kop Naskah Di nas sebagai mana di maksud dal am Pasal 16 ayat (1)
di gunakan unt uk
naskah di nas yang ditanda tangani ol eh Bupati/Wkil, Walikota/
Waki | .
(2) Kop Naskah Di nas sebagai nmana di maksud dal am Pasal 16 ayat (2)
di gunakan unt uk
naskah di nas yang ditandatangani ol eh Pinpinan Perangkat Daerah



Kabupat en/ Kot a

atau pej abat |ain yang ditunjuk.
(3) Kop Naskah Di nas sebagai mana di maksud dal am Pasal 16 ayat (3)
di gunakan unt uk

naskah di nas yang ditandatangani ol eh Kepal a Desa atau Pejabat
| ai n yang

di t unj uk.

BAB V
SAMPUL NASKAH DI NAS

Bagi an Pertanma
Bent uk, Ukuran dan Isi Kop Sanpul Naskah Di nas

Pasal 19

(1) Sampul Naskah Di nas Instansi di Lingkungan Penerintah Daerah
ber bent uk enpat
persegi panjang dan bewarna cokl at muda jenis kertas cassing.
(2) Sanmpul Naskah Di nas sebagai mana di maksud pada ayat (1) berukuran
sebagai beri kut:

JENI'S SAMPUL PANJANG LEBAR
Kantong 41 cm 29 cm

Folio/ Map 35 cm 25 cm

% Folio 28 cm 18 cm

Y2 Folio 28 cm 12 cm
Pasal 20

Kop Sampul Naskah Di nas | nstansi nenuat sebutan Pinpi nan Penerintah
Daer ah at au Nama

Daerah dan Nama | ntansi, Al amat, Nonor Tel epon, Nonor Faxinmile dan
Kode Pos | nstansi

yang ber sangkut an.

Pasal 21

(1) Kop Sampul Naskah Di nas Kepal a Daerah nenggunakan Lanbang Negara
berwarn hitam

dan di tenpat kan pada bagi an tengah at as.
(2) Kop Sampul Naskah Di nas Perangkat Daerah nenggunakan Lanbang Daer ah
ber war na

hi t am dan ditenpat kan pada bagi an kiri atas.

Pasal 22
Bent uk, Ukuran dan Isi Kop Sampul Naskah Dinas Instansi di |ingkungan
Peneri nt ah

Kabupat en/ Kot a sebagai mana t ercantum dal am Lanpiran |V Keputusan ini.

Bagi an Kedua
Penggunaan

Pasal 23



(1) Kop Sanpul Naskah Di nas Bupati/Wakil, Walikota/Wakil sebagai mana
di maksud

Pasal 21 ayat (1), diisi dangan naskah di nas yang ditanda tangan
ol eh Bupati/

Waki | dan atau Wali kot a/ Waki |
(2) Kop Sampul Naskah Di nas Perangkat Daerah sebagai mana di maksud Pasa
21 ayat (2),

dii si dangan naskah di nas yang ditandatangani ol eh Pej abat
Per angkat Daer ah.

BAB VI
PAPAN NAMA

Bagi an Pertama
Bent uk Ukuran dan | si

Pasal 24

(1) Papan Nama I nstansi di |ingkungan Penerintah Daerah berbentuk enpat
per seg

panj ang dangan ukuran 1 (satu) berbanding (2) (dua) nmenuat sebutan
Peneri nt ah

Kabupat en/ Kota, Nama | nstansi, alamat, nonor tel epon, nonor
faxim | e dan kode pos.
(2) Papan Nama | nstansi sebagai mana di maksud ayat (1) berwarna dasar
puti h dangan

tulisan huruf bal ok berwarna hitam

Pasal 25

Kop Naskah Di nas yang penandat anganannya dangan atas Nanma Kepal a Daer ah
menggunakan
kop Sekretariat Daerah.

Pasal 26
Bent uk, Ukuran dan |si Papan Nama |Instansi di |ingkungan Penerintah
Kabupat en/ Kot a

sebagai mana tercantum dal am Lanpiran V Keputusan ini.

Bagi an Kedua
Penggunaan

Pasal 27

Papan Nama | nstansi ditenpatkan pada tenpat yang strategis, nudah
di l'i hat dan serasi

dengan | et ak dan bent uk gedungnya.

Pasal 28

Bagi beberapa satuan organi sasi yang berada di bawah satu atap/konpl ek
di buat dal am
satu Papan Name yang bertul i skan senua nana satuan organi sasi .



BAB VI |
KETENTUAN LAl N- LAI'N

Pasal 29

Ket ent uan- ket ent uan yang nengatur tata naskah di nas yang karena sifat
kekhususannya

tidak diatur dal am Keputusan ini nengi kuti ketentuan-ketentuan yang
ber | aku.

Pasal 30

Kop Naskah Di nas pada Peraturan Daerah nenggunakan | anbang daer ah
dengan St enpel
j abat an penandat angan.

Pasal 31

Ket entuan tentang Tata Naskah Di nas, Stenpel Jabatan, Stenpel

I nstansi, Kop Naskah

Di nas, Papan Nama | nstansi dan Sanpul Naskah Di nas bagi | enbaga yang
bel um st rukt ur al

di atur ol eh Kepal a Daer ah.

BAB VI I |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan ditetapkannya Keputusan i ni nmaka Keputusan Menteri Dal am Neger
Nonor 43 Tahun

1998 tentang Tata Naskah Dinas di |ingkungan Pererintah
Kabupat en/ Kot amadya Daer ah

Tingkat |1, Keputusan Menteri Dal am Negeri Nonor 44 Tahun 1998 tentang
Tat a Naskah

Di nas di |ingkungan Penerintah Kecanmatan dan Keputusan Menteri Dal am
Negeri Nonor 45

Tahun 1998 tentang Tata Naskah Di nas di |ingkungan Peneri ntah

Desa/ Kel ur ahan
di nyat akan tidak berl aku | agi

Pasal 33

Keputusan ini rmnul ai berlaku pada tanggal ditetapkan
Di tet apkan di Jakarta

pada tanggal 7 Nopenber 2000

MENTERI DALAM NEGER
DAN OTONOM DAERAH

ttd

SURJADI SOEDI RDJA



